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Abstrak

Satu kasus yang terjadi adalah kebakaran Pom Mini yang terjadi di Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan yang disebabkan oleh korsleting listrik. Kebakaran terjadi pada tanggal  18 Januari 2017 waktu pukul 10.00 WIB dimana penyimpanan BBM dengan kapasitas mencapai 3000 liter yang dimiliki oleh Subroto (Ditta, 2018).Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan terhadap BBM Non Subsidi dan faktor penghambat pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan terhadap BBM Non Subsidi. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis.   Pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas terhadap pertamini tidak bisa diatur secara khusus melalui undang-undang atau peraturan, sebab Pertamini ini sendiri tidak memiliki surat izin usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga dalam pengawasan yang dilakukan terhadap pertamini dilakukan dengan cara: 1. Pengawasan langsung, Pengawasan langsung adalah pengawasan yang langsung dilakukan dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek langsung ditempat kejadian; 2. Pengawasan tidak langsung, Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara menerima laporan langsung dari pelaksana. Pihaknya melakukan pengawasan terhadap beredarnya pertamini itu dilakukan dengan pengawasan tidak langsung. Pihaknya menerima laporan langsung dari pelaksana pengawas atas adanya pertamini yang berada disekitar masyarakat, setelah laporan diterima maka Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertindak. Kendala yang dihadapi oleh pihak dinas dalam melakukan pengawasan terhadap pertamini yaitu pihak dinas tidak bisa melakukan banyak tindakan sebab konsumen yang melaporkan kerugian yang diderita tidak secara resmi sehingga pihak dinas tidak bisa banyak melakukan tindakan. 
Kata Kunci : Pertamini, Disperindag, Pengawasan.

Abstract

One case that occurred was the Pom Mini fire that occurred in Modo District, Lamongan Regency, which was caused by an electrical short circuit. The fire occurred on January 18, 2017, at 10.00 WIB where Subroto's fuel storage capacity reached 3000 liters (Ditta, 2018). The purpose of this study was to find out and understand what forms of supervision by the Department of Industry and Trade of Lamongan Regency on Non-Subsidized Fuel and the inhibiting factors of supervision of the Lamongan Regency Industry and Trade Office of Non-Subsidized Fuel. This type of research is a type of empirical legal research using sociological juridical research methods. Supervision carried out by the agency against Pertamina cannot be specifically regulated through laws or regulations, because Pertamina itself does not have a business license in carrying out its business activities so that the supervision carried out on Pertamina is carried out by 1. Direct supervision, Direct supervision is direct supervision carried out by observing, researching, checking, checking directly at the scene; 2. Indirect supervision, indirect supervision is supervision that is carried out by receiving reports directly from the executor. His party supervises the circulation of Pertamina through indirect supervision. His party received a direct report from the implementing supervisor on the presence of Pertamina in the vicinity of the community, after the report was received, the Department of Industry and Trade took action. The obstacle faced by the agency in supervising Pertamina is that the agency cannot take many actions because consumers who report losses suffered are not officially so that the service cannot take many actions. 
Keywords: Pertamini, Disperindag, Supervision. 
PENDAHULUAN

Setiap negara dalam kehidupan dewasa ini tidak dapat lepas dari persoalan ketersediaan energi. Sektor energi merupakan bagian yang sangat strategis dengan memiliki peranan penting terhadap upaya pencapaian atas tujuan sosial yang tercantum daalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Energi kemudian memegang peranan penting dalam hal pertumbuhan ekonomi suatu negara, sehingga faktor penyediaan dan pendistribusian energi menjadi hal yang fundamental. Berdasarkan hal tersebut ketersediaan energi menjadi determinan kunci terhadap pertumbuhan ekonomi. Penyediaan maupun pendistribusian energi merupakan hal fundamental (Migas 2005) yang menjadi dukungan terhadap perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi yang meningkat juga akan meningkatkan kebutuhan energi (Susil 2013).

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam tersebut semata-mata digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan bangsa serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur (Susilo 2013). Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah satu produk kekayaan alam Indonesia yang bersifat non-renewable resources (Sa’adah, 2016) dan menjadi denyut jantung kehidupan ekonomi di Indonesia. Bahan Bakar Minyak menurut Pasal 1 angka 4 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah “bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi” (Migas 2005).

Mengacu pada Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Selanjutnya pada ayat berikutnya menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dengan kekayaan alam Indonesia baik dari minyak dan gas (kemudian disebut migas) maupun bahan mineral lainnya. Sebagai komoditas vital yang berperan penting terhadap kebutuhan energi daalam negeri sehingga negara berkewajiban untuk mengelolanya demi kepentingan kemakmuran maupun kesejahteraan rakyat. 


Kekayaan alam Indonesia yang memiliki andil besar dari kehidupan masyarakat, industri maupun pemerintahan adalah BBM. BBM menurut Pasal 1 angka 4 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah “bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi”. Sedangkan, Minyak Bumi dengan merujuk pada Pasal 1 ayat (1) UU No 22 Tahun 2001 adalah:
“Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.”


BBM dibagi dalam beberapa jenis dengan mengacu pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran (selanjutnya disebut Perpres 191) yang terbagi menjadi 3 yaitu: 
“1) Jenis BBM Tertentu, 
2) Jenis BBM Khusus Penugasan dan 
3) Jenis BBM Umum.”

Pengelola migas di Indonesia dikelola oleh PT Pertamina (persero) yang didirikan dengan berdasarkan akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. dengan nomor 20 pada tanggal 17 September 2003, disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan SK No C-24025 HT.01.01 pada tanggal 9 Oktober 2003 (Sitorus, 2014). Pertamina memiliki kewajiban salah satunya adalah melakukan pendistribusian BBM yang juga mengharuskan Pertamina untuk melakukan kerjasama yang melibatkan pihak ketiga sebagai mitra yang kemudian dikenal sebagai Stasiu Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB) dan Solar Packed Dealer yang secara khusus ditujukan untuk nelayan (Migas 2005).

BBM yang dipasarkan oleh Pertamina melalui SPBU selaku badan pengatur terdapat dua jenis BBM yaitu BBM non bersubsidi dan BBM bersubsidi. Perbedaan BBM non bersubsidi dan BBM bersubsidi terlihat dari segi harga, dimana BBM bersubsidi merupakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah dan naik turunnya harga harus melalui persetujuan pemerintah. Berbeda dengan BBM non bersubsidi, kenaikan atau penurunan harga dipengaruhi oleh harga minyak dunia secara global.


Dalam penggolongan BBM subsidi dan non subsisi pada kolom tersebut dapat dilihat bahwa BBM non subsidi lebih banyak macamnya tentu dengan kualitas yang beragam. Di dalam BBM subsidi yang diatur oleh perundang-undangan maka harga dan kualitas ikut dalam campur tangan pemerintah dan peredarannya pun diatur. Baik BBM subsidi ataupun BBM non-subsidi pendistribusiannya dilakukan oleh Pertamina ke SPBB atau SPBU seluruh Indonesia.

Menurut KBBI, Subsidi adalah bantuan uang dari pihak pemerintah dimana subsidi tindakan bertujuan untuk kepentingan umum dan meringankan beban rakyat. Subsidi BBM kemudian menjadi instrumen pemerintah dalam upaya untuk menyamaratakan penggunaan energi di masyarakat. BBM non subsidi naik turunya harga dipengaruhi oleh harga minyak secara global.

Izin usaha dalam kegiatan usaha hilir pada dasarnya telah diatur dalam UU Migas. Dalam undang-undang tersebut izin usaha adalah izin yang diserahkan oleh pemerintah kepada badan usaha dalam usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga. Izin tersebu diberikan setelah memenuhi syarat yang ditentukan. Beberapa hal yang terkait dengan kepentingan daerah, pemerintah dapat memberikan izin usaha, bila badan tersebut telah mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah. Izin usaha yang dimaksud adalah izin usaha yang diterbitkan oleh dinas terkait dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui penerbita SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) sebagai acuan bahwa usaha yang dilakukan telah resmi dan mendapatkan izin dari pemerintah daerah, sehingga usaha yang dilakukan merupakan usaha legal atau resmi yang tidak menyalahi aturan perundang-undangan. 

Selain dari SPBU yang dikelola secara resmi oleh Pertamina, terdapat pula pedagang-pedagang eceran yang menjual BBM dengan pola yang mirip seperti SPBU yaitu dengan menggunakan pompa sebagai media penyaluran. Pom Mini dioperasikan secara manual dengan BBM yang disimpan di dalam drum dengan sebuah pompa. BBM akan naik bila pompa diputar tuasnya beberapa kali, kemudian mengisi sebuah tangki kecil yang terdapat diatas drum. Penggunaan Pom Mini ini dapat menyesatkan karena menggunakan nama yang sangat mirip dengan Pertamina, sehingga akan terbentuk kesan seakan-akan masyaraat tidak perlu ragu untuk mengisi BBM di tempat tersebut karena sebagai cabang dari Pertamina (Romansyah 2017).

Terdapat ketentuan yang mengatur mengenai syarat untuk menjadi sub penyalur dalam kegiatan hilir migas mengenai penyaluran BBM dengan mengacu pada Pasal 6 Peraturan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi No 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus yang menyatakan bahwa: 
“Syarat untuk menjadi Sub Penyalur adalah sebagai berikut:

a. Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa;
b. Lokasi Pendirian Sub Penyalur memenuhi standar Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Memiiki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Memiliki izin lokasi dari Pemerintah Daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur;

g. Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) Km dari lokasi Penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh) Km dari Penyalur berupa Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

h. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat.”
Keberadaan Pom Mini memiliki resiko tertentu karena adanya pola yang mirip dengan SPBU Pertamina. Dampak negative yang dapat timbul adalah terjadinya miskonsepsi pada masyarakat terutama pada penggunaan nama, akurasi selang ukur terhadap BBM, legalitas izin usaha serta harga yang biasanya lebih tinggi dari harga BBM pada SPBU pada umumnya, sehingga terdapat potensi kerugian yang dapat diderita oleh konsumen. 

Menurut data dari Pertamina, 10 kabupaten yang menerima kuota BBM bersubsidi yang paling sedikit pada tahun 2020 terdiri dari: 1) Kota Madiun (2.089KL), 2) Kota Mojokerto (5.766KL), 3) Kota Batu (5.846KL), 4) Kota Blitar (6.650KL), 5) Kota Pasuruan (9.280KL), 6) Kota Pacitan (9.400KL), 7) Kab Ngawi (12.153 KL), 8) Kab Madiun (12.636KL) 9) Kab. Lamongan (15.397KL), 10)  Kab. Tuban (18.320KL). Kuota yang termasuk sedikit untuk di Kota Lamongan yang menyebabkan BBM non subsidi kemudian dijual dengan cukup banyak di penjual eceran, terutama yang kemudian menjadi persoalan adalah standar keamanan yang kurang terjaga (Pertamina 2020).

Adanya Pom Mini ini kemudian dapat menimbulkan persoalan terutama mengenai pada pengawasan. Pemerintah daerah adalah pihak yang kemudian memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan dari keberadaan Pom Mini, selain itu menurut UU Migas, pengawasan juga dapat dilakukan oleh Badan Pengatur dengan mengacu pada Pasal 41 ayat (3) UU Migas yang menyatakan:“Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur.”

Badan Pengatur menurut definisi pada Pasal 1 angka 24 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut: 

“Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa Kegiatan Usaha Hilir.”


Problematika mengenai pengawasan ini juga didasari mengenai adanya berbagai kasus mengenai kebakaran yang terjadi pada Pom Mini. Pengawasan yang minim menyebabkan standar keamanan pada Pom Mini tidak terjaga dengan baik. Salah satu kasus yang terjadi adalah kebakaran Pom Mini yang terjadi di Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan yang disebabkan oleh korsleting listrik. Kebakaran terjadi pada tanggal  18 Januari 2017 waktu pukul 10.00 WIB dimana penyimpanan BBM dengan kapasitas mencapai 3000 liter yang dimiliki oleh Subroto. Peristiwa kebakaran tersebut merembet hingga gudang pupuk Mitra Tani Satu yang membakar 10 Ton pupuk dengan kayu jati sebanyak 10 kubik serta 1 unit kendaraan roda tiga dan hand traktor masing-masing 1 (satu) unit. Dalam peristiwa tersebut pemilik dari Pom Mini tidak memiliki alat pemadam api yang memadai sehingga upaya pemadaman hanya dengan menggunakan alat seadanya sebelum dua armada pemadam kebakaran Kabupaten Lamongan tiba setengah jam kemudian (Pratama 2018).

Selain dari kebakaran Pom Mini yang terjadi di Kecamatan Modo, kebakaran terjadi pula di Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan yang dimiliki Raikan yang berusia 41 tahun. Kebakaran tersebut melukai pemilik dengan dampak luka bakar sebesar 50 persen yang tersambar oleh api dari kebakaran Pom Mini miliknya. Peristiwa kebakaran yang menimpa Raikan ini terjadi pada hari Selasa pada tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 18.30 WIB. Kronologinya adalah ketika Raikan hendak mengisi stok BBM jenis Pertalite sebanyak 60 liter ke drum Pom Mini miliknya, terjadi percikan api yang kemudian menyambar BBM ketika Pertalite tersebut akan dipompa ketika akan dipindahkan. Pemadaman dilakukan hanya dengan alat seadanya hingga pemadam kebakaran tiba di lokasi. 

Hal ini menunjukkan resiko dari keberadaan Pom Mini cukup besar karena dengan peralatan seadanya belum tentu cukup untuk memenuhi standar keamanan terkait pengelolaan BBM. Dengan kasus-kasus tersebut maka menjadi dasar lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti mengenai pengawasan Pom Mini. Banyaknya Pom Mini yang menjual BBM non subsidi terjadi dikarenakan kuota BBM bersubsidi yang dialokasikan di Kabupaten Lamongan merupakan salah satu dari 10 besar kuota BBM bersubsidi yang paling sedikit yang ada di Jawa Timur. 

Pertanyan mengenai problematika pengawasan. Pom Mini tersebut kemudian dapat dirumuskan dalam dua hal yaitu pertama, apa yang menjadi bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau yang disingkat dengan Disperindag terhadap penjualan BBM non bersubsidi di Kabupaten Lamongan dan kedua, apa yang kemudian menjadi faktor penghambat dalam melakukan pengawasan terhadap BBM non bersubsidi. 

Demi menjaga keaslian tulisan yang dibuat oleh Penulis, maka Penulis perlu memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan Pertamini. Dalam hal ini, penelitian lain oleh saudari Siti Allafa Qori’atul Muzayyanah, mahasiswi dari S1 Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya melakukan penelitian mengenai “PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF  USAHA PERTAMINI TANPA IZIN USAHA DI KOTA SURABAYA”, membahas terkait penegakan hukum administratif terhadap usaha pertamini dan faktor penghambatnya. Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi bentuk pengawasan dan faktor penghambat dalam pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu Disperindag terhadap penjualan BBM non subsidi di Kabupaten Lamongan.
METODE

Metode merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah adalah pemerikasaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian (Soerjono 1986).

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Metode penelitian hukum empiris ini dapat diambil dari fakta-fakta yang ada ditengah masyarakat, bahadan hukum atau badan pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian yuridis sosiologis (Asikin 2012).

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian yang berbasis pada ilmu hukum perundang-undangan (normatif), namun dalam penelitian ini tidak mengkaji mengenai sistem norma di dalam aturan akan tetapi mengamati suatu keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada (Asikin 2012).

Penelitian yuridis sosiologis ini menggunakan  metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Lokasi penelitian yang diteliti dalam penelitian ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan Jl. Panglima Sudirman No. 94 Lamongan dan kawasan sepanjang jalan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari perilaku (hukum) masyarakat. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan pedangan Pom Mini di Kabupaten Lamongan. Data sekunder merupakan data yang berfungsi dalam menjelaskan mengenai data primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya, dalam penelitian ini data yang diperoleh seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, hasil karya tulis dari kalangan hukum maupun sumber-sumber pendukung lainnya seperti buku, makalah, majalah, jurnal dan artikel yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. 


Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

2) UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah

3) PP No 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
4) Perpres No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
5) Peraturan Menteri ESDM No 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Migas.
6) Peraturan Menteri ESDM No 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri ESDM No 19 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Migas;
7) Peraturan BPH Migas NO 07/P/BPH Migas/IX/2005 tentang Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM. 


Teknik pengumpulan data pada umumnya dikenal memiliki dua jenis teknik, yaitu studi dokumentasi atau pustaka atau observasi dan wawancara atau interview, dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah yaitu sebagai berikut (Wiratraman 2016):
1) Wawancara: dilakukan dengan menggunakan format tanya jawab langsung kepada informan dengan tujuan untuk mendapat jawaban mengenai permasalahan yang ditujukan pada penelitian ini. 

2) Studi dokumentasi: studi dokumentasi merupakan suatu teknik dengan mengumpulkan data tertulis barupa pencatatan maupun dengan bukti otentik. Data-data lain dapat berupa buku, jurnal, makalah, artikel dan sebagainya sesuai kebutuhan dan relevansi dengan objek penelitian. 


Teknik pengolahan data adalah aktivitas berupa analisis sumber data dalam penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode analisis deskripsi untuk menemukan pengetahuan secara luas terhadap suatu objek, dalam penelitian ini teknik pengolahan data  dilakukan dengan melakukan beberapa langkah tertentu sebagai berikut:

1) Editing: hasil wawancara peneliti dirangkum secara tertulis dengan tujuan untuk kemudahan dalam menganalisis;
2) Classifying: melakukan klasifikasi dari sumber-sumber data dengan membagi hasil wawancara kepada focus masing-masing permasalahan dan kemudian menyesuaikan data dengan teori serta kajian pustaka;

3) Verifying: penelita memeriksa kembali data-data dan informasi agar validitasnya terjamin;

4) Analyzing: peneliti menganalisis hubungan-hubungan data yang telah dikumpulkan, upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan data yang telah diperoleh dengan focus permasalahan. 

5) Concluding: hasil pengumpulan analisa dan data disimpulkan guna menjawab rumusan masalah pada penelitian. 
HASIL dan  PEMBAHASAN
Pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap BBM Non Subsidi di Kabupaten Lamongan
Ibrahim Lubis mengidentifikasikan pengawasan sebagai berikut: “Pengawasan terdiri atas tindakan dan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan dengan rencana yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.” Pengawasan bertujuan menunjukkan atau menemukan kelemahan-kelemahan agar dapat diperbaiki dan mencegah. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut (Lubis 2002).
Istilah pengawasan berawal dari kata dasar ‘awas’ yang bermakna “penjagaan”. Dalam dunia manajemen dan administrasi istilah pengawasan merupakan salah satu bagian dari proses pengelolaan, George R.Terry mengistilahkan sebagai ‘control’ yang bermakna “control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan” (Sunarno 2008). Pengawasan menurut Muchsan sebagai suatu aktivitas untuk menilai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara de facto. Tujuan pengawasan kemudian hanya memiliki jangkauan pada apakah suatu tindakan telah sesuai dengan standar dengan melihat pada indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya (Sunarno 2008). 

Mengenai pengawasan atau kontrol, Bagir Manan berpendapat bahwa hal tersebut memiliki dua elemen yang tidak terpisah satu sama lain yaitu sebagai fungsi kontrol sekaligus sebagai hak. Pelaksanaan fungsi dari pengawasan memiliki tahapan tertentu yang terkait satu sama lain. Kesatuan fungsi-fungsi tersebut membutuhkan suatu koordinasi dari berbagai fungsi dan adanya tuntutan pada kualitas hasil kontrol atau pengawasan  sehingga membutuhkan sistem atau program atas pengendalian kualitas tersebut (Manan 2005).

Menurut Manullang menyebutkan ada beberapa proses pengawasan : 
1. Menetapkan alat pengukur standar yang berupa :
a. Standar dalam bentuk fisik
· Kuantitas hasil produksi 
· Kualitas hasil produksi
· Waktu 
b. Standar dalam bentuk uang
· Standar biaya 
· Standar penghasilan
· Standar investasi 
2. Mengadakan penilaian (evaluasi) Kegiatan ini dapat diukur melalui beberapa cara seperti : 
a. Dari laporan tertulis yang disusun bawahan baik laporan rutin atau laporan istimewa.
b. Langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaan untuk memberikan laporan. 
3. Mengadakan tindakan perbaikan Tindakan ini dilakukan bila pada fase sebelumnya dapat dipastikan terjadinya penyimpangan (Manullang 2001).
Dengan tindakan perbaikan dalam arti tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang menyimpang, agar sesuai standar atau rencana yang telah ditentukan. Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin dalam perencanaan. Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, penyelewengan dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi pengawasan adalah memahami apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan datang dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari suatu rencana sehingga dapat diharapkan hasil yang maksimal. Jadi keseluruhan pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan denga apa yang direncanakan sebelumnya. Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, kemubaziran, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang (Syafiie 2010).
Dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 tahun 2015 disebutkan dalam Bab VI mengenai Pengawasan dan Sanksi Pasal 14 ayat (1) Pengawasan terhadap kegiatan Sub Penyalur dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat; (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur atas pelaksanaan pengawasan terhadap ketepatan penyaluran kepada konsumen pengguna yang tedaftar dalam data sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 6 huruf h, setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; (3) Badan Pengatur dapat sewaktu-waktu melakukan pengecekan atau uji lapangan terhadap keakuratan data yang dilaporkan Pemerintah Daerah.

Dalam peraturan tersebut dapat diketahui bahwa Badan Pengatur yang memiliki fungsi pengawasan dalam hal ini Disperindag dapat sewaktu-waktu melakukan pengecekan atau uji lapangan terhadap keakuratan data yang dilaporkan Pemerintah Daerah. 
Pengawasan diperlukan, mengingat bahwa kecenderungan untuk melakukan kewajiban dipandang ada pada setiap orang, tidak terkecuali pemerintah khususnya dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan selaku instansi yang berwenang untuk melakukan tugas pembinaan dan pengawasan. Itulah sebabnya tindakan untuk menghilangkan atau mempersempit kemungkinan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

Menurut ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 mengenai minyak dan gas bumi menyebutkan: 
1. “Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas   pekerjaaan dan pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan dinas terkait”.
2. “Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hulu berasarkan kontrak kerja sama dilaksanakan oleh badan pelaksana”. 
3. “Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hilir berdasarkan izin usaha dilaksanakan oleh badan pengatur”. 
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pengawasan yang sudah dilakukan oleh Disperindag Lamongan yaitu upaya pengawasan dalam bentuk sosialisasi, upaya preventif, dan mediasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh Disperindag berupa sosialisasi secra langsung turun ke lapangan menemui pelaku usaha pom mini atau disebut Pertamini dan sosialisasi dengan mengumpulkan para pelaku usaha. Pengawasan yang sudah dilakukan Disperindag berupa sosialisasi dengan mensosialisasikan tidak adanya legalitas dalam pom mini atau Pertamini. Sosialisasi juga berupa pemberitahuan bahaya tempat penyimpanan dan alat ukur yang tidak sesuai standart. Selain sosialisasi Disperindag Kabupaten Lamongan juga melakukan pengawasan berupa teguran terhadap laporan konsumen ataupun yang dirugikan secara langsung, dengan adanya laporan Disperindag Kabupaten Lamongan memediasi dengan mendatangkan pelaku usaha dan pihak yang berwenang.
Pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas terhadap Pertamini tidak bisa diatur secara khusus melalui undang-undang atau peraturan, sebab Pertamini ini sendiri tidak memiliki surat izin usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga dalam pengawasan yang dilakukan terhadap Pertamini dilakukan dengan cara pengawasan langsung, Pengawasan langsung adalah pengawasan yang langsung dilakukan dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek langsung ditempat kejadian . pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara menerima laporan langsung dari pelaksana. Pihaknya melakukan pengawasan terhadap beredarnya pertamini itu dilakukan dengan pengawasan tidak langsung. Pihaknya menerima laporan langsung dari pelaksana pengawas atas adanya pertamini yang berada disekitar masyarakat, setelah laporan diterima maka Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertindak. 
Permasalahan yang akan ditindak adalah permasalahan Pertamini dengan tidak adanya legalitas yang berada ditengah-tengah masyarakat serta dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak tersbut apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti menjual bahan bakar minyak yang non subsidi, tidak boleh memakai logo dari Pertamina, surat izinya serta takaran yang tidak sesuai yang dapat merugikan konsumen. 

Pelaksanaan dalam pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas berupa: 
1. Mengawasi alat ukur standar yang berupa standar dalam bentuk fisik (kualitas dan kuantitas). Pihak dinas dalam melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap Pertamini dapat menyakinkan kepada masyarakat bahwa Pertamini tidak memakai alat ukur yang seharusnya digunakan, tetapi Pertamini memakai alat pompa manual yang mana takarannya tidak bisa digunakan dalam penjualan bahan bakar minyak karena tidak sesuai dengan ketentuan metrologi legal. 
2. Melalui laporan yang diterima, pihak dinas menanyakan pihak bawahan yang melakukan pengawasan, lalu datang ketempat kejadian untuk meninjau langsung apa yang terjadi di lapangan.

3.
Melalu laporan yang diterima Disperindag melakukan tindakan berupa memediasi pihak terlapor dalam hal ini pelaku usaha Pertamini dengan pihak yang berwenang.
 
Faktor yang menghambat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan dalam melakukan pengawasan terhadap BBM Non Subsidi 
Kendala yang dihadapi oleh pihak dinas dalam melakukan pengawasan terhadap pertamini ini yaitu pihak dinas tidak bisa melakukan banyak tindakan sebab konsumen yang melaporkan kerugian yang diderita tidak secara resmi sehingga pihak dinas tidak bisa banyak melakukan tindakan. Diketahui dari pelaksanaan pengawasan terdapat kendala yang dihadapi pihak dinas. Penyelesaian hambatan yang dimungkinkan dilakukan oleh pihak dinas, yaitu pihak dinas menghimbau kepada masyarakat selaku konsumen untuk melaporkan secara resmi kejadian atau hal yang merugikan konsumen atas pembelian bahan bakar minyak yang dibeli dari pertamini, sehingga dari laporan yang diadukan kepada pihak dinas dapat menindak pertamini agar dapat mengikuti aturan yang berlaku dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak tersebut, karena meskipun keberadaan pertamini dinilai praktis oleh sebagian masyarakat saat akan membeli bensin, itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya merugikan konsumen.
Sejauh ini pihak dinas belum mengetahui persis berapa banyak jumlah kios Pertamini yang beroperasi karena belum melakukan pendataan, tetapi pihak dinas harus berkoordinasi untuk mengecek dan paling tidak pihak dinas perindustrian dan perdagangan tahu apakah pertamini ini dapat dilegalkan atau tidak. Bentuk pengawasan dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Pertamini dibutuhkan dari segala aspek termasuk dari pendistribusiannya. Khusus untuk tera dan tera ulang sebab pertamini tidak memiliki kelengkapan yang baik dan dalam pengukuran tidak sesuai standar metrologi legal sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Faktor yang menghambat lainya ialah tidak adanya payung hukum yang jelas membuat keterbatasan pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag. Akibat keterbatasan tersebut Disperindag hanya bisa melakukan pengawasan berupa sosialisasi, upaya preventif dan mediasi. Pihak Pertamina sendiri juga tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi penjualan BBM melalui Pertamini karena tidak memiliki kaitan apapun dengan Pertamini. Dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga sudah dijelaskan bahwasanya yang bisa menjadi distributor minyak khususnya BBM hanya Pertamina. Hal yang demikian yang membuat saling lempar kewenangan antara pihak dinas dan Pertamina.
PENUTUP
SIMPULAN
Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Lamongan hanya melakukan pengawasan berupa sosialisasi secara langsung kepada pelaku usaha Pertamini. Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha akan berbahayanya menyimpan BBM yang tidak sesuai standar. Pengawasan juga dilakukan dengan menerima pengaduan atau laporan oleh konsumen ataupun pihak yang merasa dirugikan dengan pelaku usaha pom mini atau Pertamini. Pengawasan juga berupa mediasi dengan pihak terkait. Pengawasan yang selama ini dilakukan Disperindag Kabupaten Lamongan dinilai kurang efektif dengan bertambahnya pelaku usaha pom mini atau Pertamini yang semakin menjamur di wilayah Kabupaten Lamongan. 
Faktor yang menghambat tidak adanya payung hukum yang jelas sehingga gerak pengawasan yang seharusnya dilakukan menjadi terbatas. Kendala yang dihadapi oleh pihak dinas dalam melakukan pengawasan terhadap Pertamini yaitu pihak dinas tidak bisa melakukan banyak tindakan sebab konsumen yang melaporkan kerugian yang diderita tidak secara resmi sehingga pihak dinas tidak bisa banyak melakukan tindakan. Diketahui dari pelaksanaan pengawasan terdapat kendala yang dihadapi pihak dinas, penyelesaian hambatan yang dimungkinkan dilakukan oleh pihak dinas, yaitu pihak dinas menghimbau kepada masyarakat selaku konsumen untuk melaporkan secara resmi kejadian atau hal yang merugikan konsumen atas pembelian bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamini, sehingga dari laporan yang diadukan kepada pihak dinas dapat menindak pertamini agar dapat mengikuti aturan yang berlaku dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak tersebut, meskipun keberadaan pertamini dinilai praktis oleh sebagian masyarakat saat akan membeli bensin, itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya merugikan konsumen.
SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemeritah pusat dan kementerian terkait untuk segera membuat aturan ataupun payung hukum yang jelas untuk penindakan pelaku usaha pom mini atau Pertamini. Payung hukum yang jelas akan mempermudah pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawasan dan penindakan pembubaran bagi pelaku usaha pom mini atau Pertamini.  
2. Pada Disperindag Kabupaten Lamongan lebih ketat dalam hal pengawasan terbukti semakin menjamurnya Pertamini diwilayah Lamongan.
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